
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6j Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
RepubJik Inoonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ll:$22); 

3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Uaerah(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarubalrau 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisacaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahau Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor '1966); 

5. Undang-Undang Nomor 11 ra11un 201 o tentang Cagar Budaya 
(Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembo.ro.n Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Euton Nomor 6 Tahun 2016 tcntang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupercn 
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupa:i tentang 
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, 'rugas dan Fungsi, serta Tata 
Ketja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton; 

Menimbang : 

BUPATJ BUTON, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON 

TENT ANG 

PERATURANBUPATIBUTON 

NOMOR 2lYTAHUN 2016 

BUPATI BUTON 
PROVINSI SULA WES[ TENGGARA 

.... ..... , .... · 

.. 

... 



Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pernerin tah Daerahadalah Perner-in tah Kahupalen Euton. 
3. Dupati adalah Bupati Buton. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton. 

BAB I 

KE'l'E~TUAN UMCM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SlJSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FCJNGS[, SERTA TATA KERJA DINAS 
PARIWISATA KABUPATE.K BUTON. 

MEMUTUSKAN: 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan.g Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Repuolik Indonesia 
Nornor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor :.!3 Tahun :.!014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran l\egara Republik Indonesia 
Nornor 5587}, sebagajmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor () Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Oaerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor l 14); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pernerintah Kabupaten Euton Sebagai Daerah Utonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 
Nomor ll2}; 



Pasal2 

(1) Dinas Pariwisara merupakan unsur pelaksana urusan 
pemcrin.tahan bidang Pariwisata yang mcnjadi kewenungun 
dcerah. 

(2) Dinas P,11iwis1:1La sebagaimaua dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin olch scorang Kepalu Dinas yong berkedudukan di 
bawa h dan bertanggung jawab kepads R11p::iti rnelalui 
Sekretaris nn~r;i h. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

5. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Buton. 

6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buton. 
7. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupaten Euton. 
8. Sekretariat adalab Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupa:en 

Bu ton. 
9. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah 

Sekret"'ri" OinAs P:'lriwi·sl'ltA Kabnpaten Rut.on. 

lD. Bidang adalah Bidang pade. Dinaa Pariwiaata Ka.bupu:en 
Bu ton. 

11. Kcpala Didang .adalah Kepala 13idang pada Dinae Pariwisata 
Kabwpaten Buton. 

l2. Surb Bagian adalah Sub Bagian µada Dinas Parrwisata 
Kabupaten. Duton. 

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas 
Pariwisata Kalrupatcu Buron. 

14. Seksi adalah Seksi pada umas 1-'ariwisata Kabupaten Euton. 
15. KepaJa Seksi adalah KepaJa Seksi pada Dinas Pariwisata 

Kabupatcn Euton. 
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata 
Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/acau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

17. Kelompok .Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsionat d1 lingkungan Dinas Partwisata Kabupaten 
Bu ton. 



a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagian Kepegawaian; can 
c. Sub Bagian Kcuangan 

(4) Bidang Destinasi dan tndustri Pariwisata dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c, terdiri aias: 
a. Seksi ODTW; 
b. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha .Jasa Pariwisata; dan 

c. Seksi Penataan Zona Kreasi dan Ekonomi Kreatif. 
(5) Rirlang Pengemhangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 

Pariwisata dimaksud pada ayat (I] huruf d, terdiri atas: 
a. Seksi Kelcmbagaan Pariwisata; 

b. Seksi Pengembangan SOM Pariwisata; 

c. Seksi Hubungan Antar Len:baga Kcparlwisataan. 
(6) Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf e, terdiri a.as: 
a. Seksi Pemasaran Pariwisata; 
b. Seksi Promosi pariwisata; dan 
c Seksi Pelaya nan Informasi Pariwisata 

Pela po ran dan J:!:valuasi I. Bidang Perencanaan, 
Partwisata; 

g. UPTD; dan 
h. Kelornpok .labatan Fungsional. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
terdiri a tas: 

Pasal 3 

(1) Dmas Pariwisata rnerupakan d.nas daerah dengan Tipe A. 
(2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat ( l) terdiri 

atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Desrinaai rian lndusrri Pariwisata: 

d. Bidang Pcngcrnbangan Ka.pasitas Kelernbagaar; do n 
SOM Pariwisata; 

c. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwieata; 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASJ 



Pasal 5 
(1) Dinas Pariwisata mernpunyai tuzas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada daerah di bidang Pariwisata Daerah. 

(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dirnaksud ayat (1) mcnyelenggarakan fungsi: 
R. perumusan kebiiakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaen kebijakRn sesuai dcngan lingkup tugasnya; 

c. pdaksanaan cvaluasi dan pelapor8n sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

Bagiau Kesaru 

Umum 

BAB III 
TUGAS DAI\ FUNGSI 

Pasal 4 
(1) Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasai 3 ayat (2) 

huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang sebagaimar;a dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 
c, huruf d, huruf e, dan huruf I, dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat \3). 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sckretaris. 

(4) Seksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat 
(5), ayal (6), dan ayat (7] masing-masing dipirnpin oleh 
seorang Kepa1a Seksi yang berada clibawah dan bertcnggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(7) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pariwisata 
dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: 
a. Seksi Penyusunan Data Statistik Pariwisata; 
b. Seksi Penyusunan Program Pariwisata; dan 
c. Seksi Evaluasi cian Peluporan Parlwisata. 

(81 Struktur organisasi Dinas Pariwi:;ala tcrcanturr. datam 
Lampiran Peni.Lw·a.11 Bupati ini. 



Pasal 7 
(1) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan dibidar.g ketatausahaan, 
surat menyurat dan pengarstpan, rrumas, kerurnahtanggaan 
pclayanan umum, pengelolaari adminstrasi pcrbcndaharaan 
keuangan dan kepegawaian. 

Bagian Kctiga 

Sekretariat 

b, petaksanaan kebijakan pengembangan destinasi dan 
industri pariwisata, pcnguatan kapasitas kelembagaan 
clan SDM pariwisate, serte pemasarari dan promosi 
-parivvisata; 

c. pelakse.naan cvaluasi clan pelaporan kegiatan 
pengembangan destinasi dan industri parrwrsata, 
penguatan kapasitas kclembagaan dan SDM pariwisata, 
scrta pemasaran dan promosi pariwisata; 

d. pelaksanaan administrasi dinas scsuai dengan Iingkup 
rugasnya: dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
rerkait dengan rugas dan fungsinya. 

(2) KcpaJa Uinas dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. pcrumusan kebijakan pengembangan destinasi dan 
industri pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan 
dan SDM pariwisata, scrta pcmasaran dan promos! 
pariwiaata; 

Pasal 6 
(1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membnnru 

Bupati melaksanakan urusan Pernerintahan Daerah di 
bidang pariwisata rneliputi pengembangan destinsi dan 
industri pariwisata, pengembangan kapasitas kelcmbagaan 
dan surnber daya manusia pariwisata, pemasaran dan 
promosi pariwisata, melakukan perencanaan, cvaluasi dan 
pelaporan kegiatan pariwisata, serta melaksanakan tugas 
pernbantuan yang diberikan kepada daerah di bidang 
pariwisara. 

Bagian Kedua 
KcpaJa Dinas 

d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Bupati 
terkai: dengan tugas dan fungsinya, 



kerj:=i pegawai 
pengembangan 

f. mengoordinaaikan penilaian prcstasi 
seh:=igai bahan pertimbangan dalam 
karier dan pen.laian SKP; 

melakukan e. memberikan petunjuk tek~i,:: da n 
pengawasan melekat kepada Pegawai; 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, rucrupunyai tugas: 
a. menyusun rencana program Sub Bagian Kepegawaian; 
b. mengclola. data kepegawaian Dinas; 
c. mcnyiapkan bahan mutasi pegawai Dinas; 
d. rnenyiapkan haban pernbinaan dan kesejahteraan 

pegawai Dir:as; 

PC.$Ul9 

Kepala Sub R,;,.gi,;,n t Irm rm, mernpunyai tugas: 
a. mcnyuaun rencarm program Sub Bagian Umum; 

b. menyiapkan clan menyusun bahan pcngelolaan surat 
mcnyurat, produk hukum dacrah, dan kcarsipan; 

c. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas, tata laksana 
dinas, dan kenumasan; 

d. mengelola barang dan perlengkapan; 
c. menyusun laporan program Sub Bagia.n Umum; 
f. mcngoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dinas terkait dengan tugasnya. 

Pasal 8 

g. penyusunan laporan program kesekretariatan; clan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Di.nas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

r, pelaksanaan vertfikasi akutansi pelaporan keuangan 
dinas; 

(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksuci pada 
aya t ( 1), menyelenggarakan f ungsi: 
a. penyusunan rencana program kesekretariatan; 
b. penyelcnggaraan surat menyurat, produk hukum 

daeran, kearsipan, humas, kerurnantanggaan, dan tata 
laksana dinas; 

c. pengclolaan oarang dan perlengkapan; 
d. pengeloloan cdrninietrasi kepegawaian dan keuangan; 

e. pengelolaan aduunistrasi perbendaharaan kcuangan 
dinas; 



pariwisata; 

ku;;i_ntit;;,s sararia prasarana 
pariwisata dan industri 

kualitas dan 
usaha jasa 

d. peningkatan 
pariwisata. 
pariwisata; 

P.. pelaksanaan tata kelola zona kreasi dan ekonoroi kreatif 

(1) Kcpala Bidaug Destinasi dan Iudustri Pariwiaata mcmpunyai 
tugao meluksunckan sebogiun tugas dinas dalam 
mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana 
prasarana, usaha jasa dan industri pariwisata, serta tata 
kelola zona kreasi dan pengembangan ekonomi kreatif 
pariwisata. 

(2) Kepala Bidang Destinasi dan Tndustri Pariwisata dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 11), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. oenvusunan rencana program bidang pengcmbangan 

destinasi dan industri pariwisata; 
b. pelaksanaan program dan kerjasarna dalam 

pengernbangan destinasi dan industri pariwisata; 
c. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek, daya 

tank wisata, dan industri pariwisata; 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata 

Dinas tcrkait dcngan tugasnya. 

ruengcordiuasikan pelaksanaan tugas-rugas kedinasan 
kcpada bawahan seeuai dengan bidang rugaenye; dun 

g. melaksanakan tugas lain yang diberJkan oleh Sekretaris 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 
a. rnenyusun rencana program Sub Bagian Keuangan; 
b. rnengelola adrninistrasi perbendaharaan keuangan 

dinas; 
c. rnenyusun akutansi pelaporan keuangan dinas; 
d. rnelaksar.akan verifikasi anggaran dinas: 
e. menyusun laporan realisasi anggaran dinas; 

h. menyusun laporan program Sub Bagian Kepegawaian; 
g. mengoordinasikan pclaksanaan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 
h. melaksar.akan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dinas terkait dengan tugasnya. 

.. 



Pasal 13 

Kcpala Seksi Sarana Prasaruna dan Usaha Jasa Pariwisata, 
mcmpunyai tugae: 

a. menyusun rencana program pembang· .. utan saraua 
prasa rana dan usaha jasa pariwisata; 

b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana unruk 
pengembangan pariwisata; 

c. menyiapkan bahan pernbinaan usaha jasa clan industri 
pariwlsata: 

d. mengoordinasikan rekomendasi perizinan atas pengclolaan 
usaha jasa dan industri par.wisata; 

e. menyusun laporan pembangunan sarana prasarana serta 
pengelolaan usaha jasa dan industri pariwisata; 

Pasal 12 
Kepala Seksi ODTW, merr.punyai tugas: 

a. rueuyueuu rencana program pengembangan Objck dan Daya 
Tarik Wlaata (ODTW); 

b. metaksanakan pendataan dan indentifikasi kondisi potenst 
ODTW; 

c. mengembangkan ODTW potensia1 di wilayah kecamatan 
secara sinergi dan .erpadu; 

d. meningkatkan kuaiitas dan kuantitas ODTW; 

e. menyusun laporan program pengernbangan ODTW; 
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kcdinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Kepala Bidang 

Destinasi dan lndustri Pariwisata terkait dengan tugasnya. 

f. penyusunan laporan bidang pengembangan destinasi 
dan industri pariwisata; 

g. pernberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan 
pengawasan rnelekat kepada bawahan; 

h. penilaian prcstasi kerja bawahan sebagai bahan 
pelaporan kepada atasan untuk pertirnbangan dalarn 
upaya peningkatan karier; 

i. pengevaluasian pclaksanaan kegiatan seksi berdasarkan 
realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan 
program berikutnya: dan 

J· pelaksanaan fungsi la.in yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dcngan tugas dan fungsinya. 

.. 



Pasal 15 
(1) Kepala Bidang Pengernbangan Kapasitas Kelembagaan dan 

SDM Pariwisata rnempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dir.as dalan: mengernbangkan kelembagaan dan SOM 
pariwisata, pernberdayaan masyarakal, pe1nbangunan 
kemitraan dan peningkatan kcrjasama di bidang 
kepariwisataan. 

(2) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelernbagaan dan 
SOM Pariwisala dalarn melaksanakon tugas sebagaimana 
dimaksud pada o.ynt (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan reucana program bidang pengernbangan 
kapasitas kclcmbngcun dan SDM pariwisare: 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan Kapaxitas Kelembagaan 

dan SOM Pariwieatn 

Pneal 14 

Kepala Seksi Penataan Zona K.reasi dan Ekonomi Kreatif, 
rneuipunyai rugas: 
a. menyusun rencana program penataan Zona Kreaei clan 

Ekonorni Kreatif Pariwisata; 

b. melaksanakan pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata 
meialui perlindungau Lian pemanfaatan Hak Kekayaa.n 
Intelckrual; 

c. mcnyediakan prasarana (zona kn:,atif/ruang .krcatif/kotn 
kreatif) sebagai ruang berckeprcai, berpromosi clan 
berintcraksi bagi insan kreatif di Daerah; 

d. menyiapkan bahan pernbinaan dan pcmbcrdaynan 
rnasyarakat di Zona Krcaei dan Ekonomi Kreadf Pariwisata; 

e. membangun kerjasama dengan stakeholder urituk 
pengernbangan Zona Kt easi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata; 

f. menyusun Japoran penataan zona kreasi dan ekoriomi 
kreatif pariwisata; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

h. melaksanakan rugas Jain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Destinasi dan lndustri Pariwisata terkait dengan tugasnya. 

f. mengoordinasikan pela.ksanaan tugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

g. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Destinasi dan lndustri Pariwisata terkait dengan tugasnya. 



b. rnenyusun bahan panduan pengemba.ngan kelembagaau 
bidang kepariwisataan; 

c. memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan organisast 
profesi, kelernbagaan desa/kelurahan, dau organisasi 
rnasyarakar di hidang usaha kcpariwieataan dun el<onomi 
krcatif; 

d. menyusun laporan program Seksi Kclcmbagaan Par'iwiee.ta; 

e. :nengc-ordinasikan pelaksanaan rugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dun 

f. melaksar akan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata 
terkail dengan rugasnya. 

Kcpala Sc:-!:si Kelembngaun Pariwisata, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program pcugerubangan kelembagaan 
pariwisata; 

Pasal 16 

.. 

b. pengembangan dan penguatan kelembagaan perangkat 
daerah, organisasi profesi, kelembagaan 
desa/kelurahan, can organisasi rnasyarakat di bidang 
usaha kepanwisataan dan ekonomi kreati r: 

c. pelaksanaan peningkatan kapasitas surnber daya 
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif ungkat dasar; 

d. pelaksanaan peningkatan kualitas partisipasi 
masyarakat dalam mendukung pengembangan 
pariwisata; 

e. pelaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang 
kepariwisataan; 

f. peningka:an hubungan kerjasama kelembagaan dengan 
stakeholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, 
akadernisi, pcrs, LSM maupun masyarakat; 

g. pclaksanaan peningkatan kemitraan dan kerjasama 
serta partisipasi dalam forum kepariwisataan: 

h. pelaksanaan fa.silitasi forum koordinasi antar 
Pcmerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan 
desa/kelurahan dan rnasyarakat dibidang 
Kepar.wisataan dan ekonomi kreatif; 

1. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan 
kelemoagaan dan SDM pariwisata; 

j. pcnyusunan laporan program bidang pengembangan 
kelembagaan dan SOM pariwisata; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaia 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

.. 



d. mcmbentuk dan/atau menyelcnggarakan forum kerjasarna 
antar lembaga dan stakeholder pariwisata; 

e. menjalin kemitraan antara instansi perneriruah l::aik 
di dala.m dan maupun diluar daerah, kernitraau antar sektor 
usaha kepai iwisataan swasta dan kcmitro.un derigan 
individu, kelornpok rnasyarakat, serta lembaga swadaya 
rnasyarakat; 

I. ruenyusun laporan Sck:;i Hub'ungan Antar Lernbaga 
Keporiwisataan; 

g. mengounttuasikan pelaksanaan cugae-tuge.e kedino.san 
kcpada oawuhun ,;esuai dengan bidarig ruga snya: dan 

b. men y ia pkan bah an kerjasarna antar lembaga 
kcpariwisat.aon; 

c. melaksanakan fas\litasi kegiatan antar lernbaga 
kt: pariwi sa taan; 

Kcpala Sclrni Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataan, 
mempunyai rugas: 

a. menyusun rcncana prog,·am kerjoso.ma hubungan arrtar 
lernbaga kepariwisataan; 

Pasal 18 

ekonomi kreatif tingkat dasar; 

g. menyusun Iaporan Seksi Pengembangan SDM Pariwisaca; 
h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SOM Pariwisata 
terkait dengan tugasnya. 

SDM kornpctcnai yi 
kompetcnsi bidang pariwisaca, 

e. mernfasllitasi penyelcnggaraa.n 
pariwisara; 

f. melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SOM pariwisata can 

pedomari standard bahan pcnyusunan c. mcnyiapkan 

a. menyu «11 n rencana program pengernbangan SDM 
pariwisata; 

b. melalcukan membina dan peningkatan perigcrahi ran SOM 
pa riwisn ra; 

c. mcnyiapkan materi bahan pelat.ihan I pembinaan SOM 
pariwisata; 

Pasal 17 
Kepala Seksi Pengernbangan SDM Pariwisata, rnempunyai 
tugas: 

.. 



f. penyelenggaraan event pariwisata secara. konsisten dan 
bcrkceinambungan; 

g. pengcmbangan kerjasarna pemasaran secara terpadu, 
smergis, berkesiuambungan, dan bcrkelanjutan; 

h. perurnusan kebijakaa prornosr penggerak wrsatawan; 
1. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah; 
J. pelaksanaan pelayanan inforn:.asi pariwisata; 
k. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalarn 

mernasarkan dan mernpromosikan Wisata; 
I. penyusunan laporan pelaksannan program bidang 

pengernbangan pemasaran, promosi dan pelayanan 
informasi pariwisata; dan 

m. pelsksanaan fungsi lain yan.g diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dcngan tugas dan fungsinya. 

samg; 

e. partisipasi di berbagai event scbagai sarana promos, 
pariwisatn; 

Wisatawan massal dcngan 
scgmcn kcluarga dan 

c. pernantapan st::grr:e11 pasar 
fokus pengembangan 
komunito.s/tradisi budaya; 

d. pengembangan citra Kcpariwisataau Daerah. scbagai 
Dcstinaai Pariwiaeta. yang umun, nyaman, clan berdaya 

Pasat I Y 
(1) Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umas 
dalam mclakukan analisa pasar, promosi, sarana promosi 
pariwisata, dan pelayanan Informasi pariwisata. 

(2) Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (l}, 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program bidang pengembangan pernasaran, 
promosi pariwisata dan pelayauau iuformasi pariwisata; 

b. pelaksanaan pemetaan, analisis peluang pasar dan 
perintisan pernasaran ke pasar potensial serta 
rnelakukan intelejensi pasar wisata dalarn dan luar 
negen; 

Bazian Keenam 
Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kclembagaan dan SOM Pariwisata 
terkail dengan tugasnya. 



Kcpala 8eksi Pelayancn Informasi Pariwisata, rnempunyai 
tugas: 
a. menyusun program sckai pelayunnn informaei pariwisata; 

b. rnenyeciakan pelayanan informael pa.riwisata kcpada 
wisatawari dan masya.rakat; 

P;:isal 22 

Kepala Seksi Promosi Pariwisata, mempunya.i tugas: 
a. meuyusun rcncana program Seksi Promosi Pariwisata; 

b. rnenyiapkan bahan promosi dan partisipasi dalarn 
penyetenggaraan event; 

c. berpartisipasi dalam berbagai event pariwisata yang 
dsselenggarakan sebagai sarana promosi pariwlsata; 

d. menyelenggarakan event pariwisata secara konsisten dan 
berkesinambungan; 

e. melaksanakan prornosi pariwisata melalui berbagai media 
cetak, elektronik, maupun Online; 

f. rnenyiapkan penyclenggaraan kordinasi, pembinaan dan 
fasilitasi kegiatan promosi pariwisata; 

g. menyusun laporan program Seksi Promosi Pariwisata; 
t , mengoordinasikan pelaksanaaa tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 
h. mclaksanakan tug.::,s lain y;ing diberikan oleh Kepala 

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait dengan 
tugasnya. 

Pasal 21 

Pasal 20 

Kepala Seksi Pernasaran Pariwisata, mernpunyai tugas: 

a. menyusun rencana program pemasaran pariwisata; 

IJ. rnenyiapkan bahan pelaksanaan idcntifikasi potcnsi 
pemnsaran produk dar; obyek pariwieuta; 

c. menyusun rekomendasi analisa pemasaran produk dan 
obyek parrwisata, 

d. rnelaksanakan kerjasarna pernasaran produk dan obyek 
pariwisata dengan stakeholder pariwisala dacrah. dan Iuar 
dacrah; 

e. memfasilitasi pemasaran produk dan obyek partwisat«, 
f. menyusun laporan program Seksi Pernasaran; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait dengan 
tugasnya. 



Rencana Strategis, 
Program dan 

f. pengoordinasian penyusunan 
Rencana Kerja, Rencana 

c. pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dan 
koordinasi antar instansi/perangkat daerah terkait 
dalam rangka perurnusan kebijakan pembangunan 
kepariwisataan sesuai kebutuhan daerah; 

c. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen 
perencanaan, perumusan strategi, dan rencana detail 
pembangunan kepariwisataan daerah sccara 
menyeluruh dan terintcgrasi; 

e. fasilitasi kegiatan sosialisasi program pernbangunan 
kepariwisataan daerah kepada seluruh stake holder; 

statistik data a. pengoordinasian penyusunan 
kepariwisataan daerah; 

b. pengordinasian pernetaan dan penyusunan 
perencanaan tata ruang kawasan kepariwisataan; 

Bagian Ketujuh 

Bidarig Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata 

Pasal 23 

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam menghimpun dan menyusun data statistik 
kepariwtsataan daerah, mcngoordinasikan penyusunan 
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rcncana Program dan 
Kegiatan/ Anggarari Dinas, serta penyusunan rencana 
pemhangunan kepariwisataan daerah secara menyeluruh 
dan terintegrasi, dan mclakukan pengendalian. evaluasi, 
dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan 
kegiatan Dinas. 

(2) KepaJa Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Pariwisata daJam melaksanakan tugas sebagaimana 
dnnaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

c. menyediakan Pusat Informasi Pariwisata melalui berbagai 
media cetak, elektronik, maupun online; 

d. membangun kerjasama dengan Iembaga informasi 
kepariwisataan; 

e. rnenyusun laporan program Seksi Pelayanan Informasi 
Pariwisata; 

f. rnengoordinasikan peiaksanaan tugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

g. rnelakaarrakan tuga~ lain yang rliherikan oleh Kepala 
Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwi.sata terkait dengan 
cugasnya. 

.. 



Pasal 25 
Kcpala Seksi Penyusunan Program Pariwisata, mernpunyai 
tugas: 
a. mengumpulkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis 

penyusunan Rcncana Strategis, Rencana Kerja, 
Rencana Program dan Kegiatan/ Anggaran Dinas; 

b. menghimpun dan menverifikasi usulan rencana 
program, kegiatan, dan anggaran masing-masing 
Bidang; 

c. menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, 
Rencana Program dan Kegiatan/ Anggaran Dinas dan 
dokurnen perencanaan Iainnya; 

d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait 
dalam rangka sinkronisasi program; 

f'asal24 

Kepata Seksi Penyusunan Data Statistik. Pariwisata, 
rnempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program scksi penyusunan data 
statistik pariwisata; 

b. mengurnpulk.an bahan pedoman dan petunjuk teknis 
serta membuat kerangka acuan ke1ja petaksanaan 
kegiatan penyusunau c.lala statistik kepariwisataan; 

c. mclakukan kordinasi dcngan instansi/perangkat 
dacrah terkait dan tembaga kepariwisataau unruk 
kegiatan peuyuauuan statietik kcpariwisatao.n; 

d. mengumpulkan bahan pedornan dan petunjuk tekrris 
serta membuat kerangka acuan kcrja pelaksanaan 
kegiatan pemetaan poterrei dan kawaee.n kepu.riwi~atan; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasau 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

f. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Perencanan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata 
terkait dengan tugasnya. 

Kegiatan/ Anggaran Dinas dengan cara menghimpun 
usulan program dari bidang-bidang: 

g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

h. pengoordinasian penyusunan 1aporan kinerja dinas; 
dan 

i pd,iks~ naan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal 28 
( 1 j Sctiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab 

mcmimpin dan menggoordinasikan bawahan dan 
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang 
telah ditetapkan. 

(2j Pengarahan dan petunjuk scbagaimana dimaksud pada 
ayat (J) harus diiku Li dan 1-1aluhi olch bawahan sccare 

DADV 

TATA KERJA 

Pasal 27 
Seliap unsur di Jingkungan Dinas Pariwisata dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 
Jingkungan Dinas Pariwrsata sendiri, maupun dalam 
hubungan Dinas Pariwiaata dengan Pcraugkat Daerah dan 
atau Lerubaga lain tcrkait. 

f. melak,umaka.n tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidarig Pere.ncArnrn, Fvaluasi, dan Pelaporan Pariwisata 
tcrkait dengan tugasnya, 

inforrnasi yang 
untuk (ujuan 

d. mempersiapkan penyajian data dan 
herkaitan dengan kegiatan dinas 
pelaporan; 

e . mengoordin"!>.ik:in pelakaariaan tugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dcngan bidang tugasnya; dan 

la po ran c. me ngurnpulkan , mengolah clan membuat 
pelaksanaan program dinas; 

Kepuln Seksi Evaluaai dan Pelaporan Pariwisata, 
rncrnpunyai rugas: 

a. mcnyusun laporan pclaksanaun program kerja untuk 
mengetahui keparuhannya terhad1'p prosedur, 
mekanisrne, dan sistcm kerja, capaian program dan 
kegiatan scrta laporan akuntabilitas kinerja yang t.eiah 
ditctapkan: 

h. mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan 
evaJuasi pelaksanaan rugas-tugas bidang; 

Pasai 26 

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya: dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Perencanan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata 
terkait dengan tugasnya, 



Bagian Kedua 
Per.gangkatan dan Pembcrl:entian 

Pasal 32 
(l) Kepala Dinas, ~r.krr.taris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian , Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional 
diangkal dan diberhentikan oleh Bupati 

('2) Pr.ngangki:ifan dan pemberhentian sebagairnana dimaksud 
pada ayat (11 berpedoman pada ketcntuan peraruran 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMB~l:{H~.'fl'lAN 

Bagian Kesatu 
Eselon 

Pasal 31 
(1) Kcpala Dinas merupnkan jubatan strukrurul eselcm lib at.au 

jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sckrctaris Dinas merupa.kan jabatan struktural csclon Illa 
atau jabatan administrator. 

(3) Kepala Bidung 1111:1 uµakan jabatari struktural eselon lilb 
atau jabatan administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD 
rnerupakan jabatan struktural esdon IVa. a.tau jabatan 
pengawas. 

Paeal 30 

Atas dasar pertimbangan ctaya guna dan hasil guna, setiap 
pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dapat 
mendelegosikon kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahrrya. sest.rni rle.ne;:m kereriruan dan perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pasal 29 

Dalern melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organ isasi 
harus rnefakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap 
unit organisasi dibawahnya. 

. . 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala 
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku . 

.. 



RABIX 

KETENTUAN PERALTHAN 

Pasal37 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam 
l'eraturan Bupati ini dilaksanakan rnulai tanun 2017 

Pasal38 
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit 

Pelaksana Teknis yang sucah dibentuk tetap 
rnelaksanakan tugas dan fungsinya sarnpai dengan 
clitetapkannya Peraruran Bupati tentang pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis yai1~ baru. 

(2) Pembentukan UPfD sebagaima:na dimakasud pada ayat (I) 
dilakukan paling lama 6 [euam] bulan sejak 
diundangkannya Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 36 
Di lingkungan Dinas Pariwisata dapa.t dibentuk kelompok 
jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan besarnya beban kerja 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Pasal 35 
(1) Dilingkungan Dinas Pariwisata dapat dibentuk UPTD sesuai 

keburuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, 

(2} Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dcngan Peraturan Bupati 
tersen di ri. 

BAB VITT 

KETEN1'UAN LAJN-LAJN 

Pasal 34 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawa.an 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

.. 

BAB VII 
PEMBTAYAAN 

Pasal 33 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pclaksanaan tugas 
dalam Iingkungan Dinas Pariwisata dibebankan pada 
Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah. 

(2J Selain bcrsumbcr da-i Anggaran Pcridapatan dan Bclanja 
Daerah sebagairnana dimaksuc, pada ayat (1), Dinas 
Pariwisara dalarn melaksanakan rugas dan fungsinya dapat 
diberikan bantuan pembiavaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

.. 



SA.llr'ISU UMAR ABDUL SA.MIUN 

Ditetapkan di Pas a r w aj o 
pada tanggal 13 Oktober 20\6 

PAR AF 

~ 

P..1,'.. ,2, 
. 

l«&,~ 
\i 6:n.. . \U.cU!" e, 

ll:OQ:xj Ol"(>t>") ~ 

11Jt:111cri11 talikan 
penempntannyn 

Agar setiap orang rnengetahuinya, 
pcngundangan Pcraturan Bupati ini dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. 

Pasal 40 
Pero.turan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABX 
PENUTUP 
Pasal 39 

Pada saat Pcraturan Bupati ini rnulai bcrlaku, Pcraturan 
Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kedudukan, 
Tugas Poke, Fungsi. dan Tata Ketja Dirias Kehurlay:i.::in rlan 
Pariwisata Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

.. 



.
·. ·"·· ~~ . BERITA DAERAH KABUPATEN BUTONTAHUN 2010 NOMOR I 

KASllll SH 
Pembina Utama Muda, IV /c 
Nip. 19580101 198903 1 012 

i Pas a r w aj o 
. OriO{)e:¥- 2016 

S DAERAH KABUPATEN, 

Diundangkan 
pada tanggal 

Pit. SEKRETA 

SAMSU UM.AR ABDUL SA.MIUN 

Cap/TTD 

BUPATI BUTON, 

Ditetapkan di Pa s a r w a j o 
pada tanggal IJ Oktober 2016 PARAF 

/):(,~ 1, 

I \a9li;- \:u.9'?o<' 
\:'~ ~ .• '\,<...-, Ci) 

~~ o'\'09 ·- - 

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap ordng mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundungun Peraturan Bupati ini dcngan pcnempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 

Pasal 40 

Pada suat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peratu.rau 
Bupati Bu ton Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kedudukun, 
Tugas Poko, Fungsi, clan Tata Kerja Dinas Kebudayaan clan 
Pariwisata Kabupaten Buton. dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

! • 

BABX 

PENUTUP 
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